LEMBARAN DAERAH
- KOTA PEKANBARU
Nomor : 7 Tahun; 21702 Seri: Nomor : 1=

—

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor : 11 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA
NEGARA
ASING PENDATANG DAN JURAN DANA PENGEMBANGAN
KEAHLIAN
DAN KETERAMPILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WATINOTA PEK ANBARU

Menimbang  : a.  bahwa dengan telah disetujuinya Rancanean Peraturan
Daerah  Kota Pckanbaru tentang Pemberian  lzin
Mempekerjakan  Tenaga Kerja Warea Negarz Asing
Pendaiang dan luran Dara Pengembangan Keahlian Dan
Keterampilan. sesuai dengan Surat Kepunisan Dewan
Penwakilan Rakvat Daerah Kota Pekanbaru Nomor
09/Kpts/DPRID2002  tentang  Persetujuan  terhadap
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Rancangan Peraturan Daerali menjadi Peraturan Daecrah
Kota Pekanbaru;

b. bah.wa _untuk c}apat menangkap peluang kesempatan
kcrja_ disektor industi dan perdagangan memeriukan
keahlian dan keterampilan yang profesional,

c. bahwa penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu masih
dibutuhkan dalam rangka . meningkatkan investasi,
ekspor dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja
Indonesia;

. d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagai mana
dimaksud pada huruf a, by ¢ tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang
pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan

Perburuhan No. 21 Tahun 1948 (Lembaran Negara tahun
1951 Nomor 4);

Mengingat : L

2. Undang-Undang Nomor g tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.  (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang
Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

(Lembaran Negara tahun 18538 Niomor 112);

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1958  tentang
Penempatan Tenaga Kerja Asing ( Lembaran Negara
tahun 1958 Nomor 3 );

4. Undang-Undang Nomer 6 tahun 1967 Tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 2818)
sebacai mana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11

tQ
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10.

1.

12.

UndanO-Undan

= n

Penanaman MModg) Dalam Negeni f’lﬂ%ifan lentang
(Le cgara

Tahun 1968 Nomor
] 33, tam
Nomor 2853); ' bahan Lembaran Negara

}J—v:ntdax:’g-Undang Nomor 14 tahun 1969 ten
hetentuan Pokok  Mengenai tenaga Kerja' (Lembaran

Negara Tahun 1969 N <z
NG Nomor 55.
.\cgara Nomor 1912, . Tambahan Lembaran

Undang-—Und:Lng N_omor 7 tahun 1981 tentang Waijib
],:'apor Ketenagakeraan (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320); -

. Undang-Undane Nomor 9 tahun 1992 tentang

I\icirrljgrasian dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3+474);

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor €0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerinfah Pusat dan
Daeish ( Lembaran Negara T'ahun 1999 Nomor 72 )

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan - Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang
Pajak Daerah:

Oy
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tah
tral un 2001 g
Retribusi Dacrah; ’ niene

14. Pf,raturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerali Otonom (Lembaran Negaraw'r ahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang
Penggunaan Tenga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang;

16. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang
Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97
tahun 1993 tentang tatacara Penanaman Modal;

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang
Teknik Penvusunan Peraturan Perundang-undangan dan
bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

18. Keputusan Menter Dalam Negernl Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Susunan Organisasi perangkat Daerahy;

19. Peraturan Daerah Kota Pekarbaru Nomor 07 Tahun
' - 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi  dan
Tatakerja Dinas - dinas di lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru;

Dengan perselujuan

SEWAN PERWAKILAN RAICY AT DAERAII KOTA PEKANBAXU

MEMUTUSKAN
PEF.ANBARU

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KCTA
TENTANG PEMBERIAN 1ZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING
PENDATANG DAN TURAN DANA -
PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN
KETERAMPILAN.
4
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru

b. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Dacrah Kota Pekanbaru

c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

d. Dewan Perwakilan Rakytat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru.

¢. Instansi adalah Instansi yang menangani Pemberian Izin Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Pendatang,

f. Perusahaan adalah sefiap bentuk uszha yang Berbadan Hukum
dilingkungan Kota Pekanbaru baik milik swasta ataupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak.

o

Pengusaha adalah :

1. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yYang secara berdin
sendin menjalankan usaha milik sendiri. '

Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdin
sendin menjalankan usaha bukan ruliknya.

Orang pcrorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota
Pekanbaru, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada point 1
dan point 2 diatas, vang berkedudukan di luar wilayah Pekanbaru.

!\)

L)

h. Tenaga Kerga Wargs Negara  Asing Pendatang selanjutnya  disingkat
TKWNAP adalah Tenaga Kerja Asing Pemiegang  Visa yang awkan
dipekerjakan di Kota Pekanbaru,

h
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i, Izn mempekerjakan Tenaga Kerja Warga negara As ;
selanjutnya disingkat IKTA adalah Izin e sing  Pendatang

) L rtulis yang diberikan Walikota
atau  Pejabat yang ditunjuk  kepada pemohon untuk mempekerjakan
TKWNAP di Kota Pekanbaru dengan menerima upah alau tidak selama

waktu tertentu dan jabatan tertentu.

j. Dana Pengembangan Keahlian dan Keteram
distngkal DPKK adalah iuran w
TRKWNAP,

pilan yang selanjutnya
ajib yang ditarik dari setiap pengguna

k. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang selanjutnya disingkat

RPTRAP adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara untuk
orang asing pendatang.

L. Karu Izin Tinggal Sementara sclanjutnya disingkat KITAS adalah kartu
izn tinggal sementara yang harus dimiliki oleh sefiap tenaga kerja asing
-pendatang.

m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru
Pasal 2

Pemohon IKTA dalam peraturan Daerah ini adalah :

a.” Perusahaan dalam rangka Penanaman Moda! Asing dan Pertanaman Modal
dalam Negen.

b. .Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan atas dasar Bedrijfs Reglement
Ordonante 1934 (BRO) atau perundangan/ peraturan lainnya

c. Perusaliaan asing vang beruszha di Kota Pekanbaru berdasarkan kontrak
dengan Pemerintah atau dengan persctujuan lainnyva.

d. Badan Usaha Milik Nepara dan Perusahaan Dagang vang wmodalnya
scbahagiar: atau sciuruhnya milik pemerintah,

¢. Leinbagz-lembaga  sosial, Ekonomi, Pendidikan, kebudayaan dan
keagamaan vang barada di Kota Pekanbaru.

. Perwakian Dagang Asing, Perwakilan Kantor Berita Asing, Perwakilan
Usaha Asing dan Kantor Perwakilan Regional Organisasi Internasional
yang barada di Kota Pekanbaru.

0
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Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional yang
berada di Kota Pekanbaru. .
h. Instanst Pemenntah.
Proyek-Proyek Pemerintah termasuk proyek bantuan luar neger.
Perusahaan Impresanat. g

92

BAB II

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 3

(1) Setiap pemohon izin tersebut pada pasal 2 yang akan menggunakan
TRKWNAP. Wajib memilii RPTKA yang disyahkan olch Walikota
Pekanbaru atau Pejabat vang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan
terlebih dahulu dan instansi terl;ait yang bersangkutan.

(2) Permohonan IKTA tersebut pada ayat {1) Pasal im Wwajib mcmperhatikan .
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI scctor/sub sector yang bersangkutan
sesuai dengan bidang usahanya mengenai pekerjaan/ jabatan yang tertutup
bagi TKWNAP.

(3) Dzlam hal jabatan vang diajukan belum tercantum dalam Keputusan
Ment2ni Tenaga Kerja RI  sebagaimana dumaksud ayat (2) Pasal ini,
dipertimbangkan bersama dengan instansi yang bersangkutan dan
berpedoman pada Klasifikasi Jahatan di Indonesia serta memperhatikan
pengguniaan TKI szcara maksimal.

(4) Dalam hal permohonan RPTKA mempunyai lebih dar 1 (satu) bidang
usaha.perimbangan RPTKA-nya dengan memperhatikan  pembatzsan
jabatan-jabatan  yang diatur dalarn  setiap sector/ sub sector vang
berangkutan dengan usaha tessebut.
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Pasal 4

(1) RPTKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Dacrah
ini, memuat :

a. ldentitas Perusahaan pemohon TKWNAP ;
b. Jumlah dan jangka wakiu TKWNAP yang diperlukan pada setiap

jabatan ;

c. Jumlah tenaga kerja Indonesai yang ditetapkan scbagaimana
pendamping untuk pengganti setiap TKWNAP ;

d. Uraian pekerjaan / jabatan dan persyaratan minimum untuk jabatan
vang akan dusi oleh TKWNAP ;

c. Program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indoncsia dalam
penggantian TKWNAP ;

f Bagi perusahaan pengguna fasilitas Penanaman Modal Asing atau
Penanaman Modal Dalam Negeri wajib mclampirkan surat persefujuan
penanaman modal asing (PMA) maupun persetujuan penanaman Modal
Dalam Negen (PMDN).

(2) RPTK AP berlaku maksimal 5 (lima) tahun .

(3) RPTKAP scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dalam bentuk
formulir vang akan diatur kemudian dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

Pemohon Izin dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKAP apabila ada
perluasan usaha kegiatan baru dan atau perambahan tenaga kerja sebagaimana
diatur dalam persetujuan prinsip.

Pasal 6
Apabila RPTKAP yang dimiliki masa berlakunya telah berakhir, pemchon 1zn
dapat memperpanjang KPTKAP sesuai  dengan ketentuan scbagaimana

dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, disertai alasan-alasan yang
dapat dipcrianggung jawabkan.
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Pasal 7

RPTKAP scbagaim@a dimaksud pada pasal ayat (1) Peraturan Daerah ini
gipergunakan sebagal dasar pertimbangan pemberian Izin mempekerjakan
T}\’\\’NAP.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN TENTANG PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PENDATANG

Pasal 8

Pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Walikota atau Pejabat vang
ditunjuk dengan mengsi daftar permohonan dengan melampirkan, antara lain:

Foto copy KITAS

Foto copy surat keputusan pengesahan RTPKA

Daftar Riwayat Hidup TK WNAP

Foto copy Ijazah atau bukti pengalaman kerja TKWNAP

Pas Foto ukuran. 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar

Bukti wajib lapor ketenaga kermjaan yang masih berlaku apabila belum
menyampaikannya. :

Nama pendamping serta program pendidikan dan pelatihan bagi calon
TKWN.AP yang bersangkutan.

Mo e o

qa

Pasal 9

(1) Dalam hal tertentu sebelum IKTA dikeluarkan, Walikota atau pejabat vang
ditunjuk dapat menugaskan kepada Instansi feknis yang bersangkutan untuk
mengadakan  pengujian atas kemampuan dan  Keahlian, keterampilan
TRKWNAP serta calon yang akan menggantikannya,

(2) Hasil pengujian scbagaimana dimaksud pada avat 1 dipergunakan scbagai
bahan perlimbangan untuk pemberian IKTA baru atau perpanjangan.
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Pasal 10

Bagi calon tenaga kerja pendamping TKWNAP pelaksanaannya  melalui
seleksi dan penetupatannnya atas pertimbangan perusahaan yang bersangkutan

BAB IV
[ZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING

Pasal 11 :

Permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dima}csud pada
pasal 2 Peraturan Dacrah ini, disampaikan kepada Walikota atau Pcjabat yang
ditunjuk.

Pasal 12

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mcngcluarkgn IKTA dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan dari instansi teknis.

(2) Tembusan IKTA sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal i
disampaikan kepada instansi teknis.

Pasal 13

(1) Masa berlakunva IKTA yang dimiliki oleh pemohen selama 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang setiap tahun. :

(2) Dalam pengzjuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, harus sesuai derngan RPTKAP telah disahkan sebagaunana
dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Setiap perusahazn yang memperoleh Izin mempekerjakarn TRWNAP wajie
menunjuk dan melatih  tenaga  kerja  Indoncsia  sebagai  pendamping
TRKWNAP vang bersangkutan sesuai dengan RPTKAP sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini

1(i
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‘(2) Penunjukan tenaga kcdab.hdoncsia scbagaimana dimaksud pada ayat 1
asal ini harus memenubt persyaratan yang sesuai dengan Jabatan yang
b rcantum dalam RPTKAP. s

(3) Dalan hal perusanaan tidak memiliki calon tenaga kerja Indonesia vang
memenuhi  persyaratan  Walikota atau pejabat yang ditunjuk, (iapat

menunjuk tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud avat (2) pasal ini.

Pasal 15

(1) Permohonan IKTA untuk pekerjaan yang bersifat sementara dari pemohon
dikecualikan dari ketentuan membuat RPTKAP secbagaimana dimaksud
pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, serta ketentuan tenaga kerja pendamping
sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Dacrah in.

(2) Pckegaan bersifat sementara, pengajuannya langsung diajukan kepada
Walikota atau Pejabat vang ditunjuk.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Melakukan inspeksi pada cabang-cabang perusahaannya di Kota
Pekanbaru atau ;

b. .Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat, atau

c. Melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak, atau;

d. Melayani pumna jual (after sales service), atau ;

¢. Memesan dan reparasi mesin-mesin, atau

f. Nemberkan ccramah pada seminar seminar atau ;

g. Mclakukan pekerjaan non permanen dalam rangka kontruksi, awau ;
h. Melakukan pekerjaan sebagai artis.

rasal 15

Pengguna TRWNAP wajib menyampaikan laporan penceunaan TKWNAP dan
pclaksaraan RPTKAP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap 6
(enam) bulan sekali dengan tembusan kepada instansi teknis.

11
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diperlukan memiliki IKTA untuk kypg faturan Dacrah, in fidak
kegratan sebagai berikuy - :

a. Izn Diplomatik ;
b. Izin Dinas :

c. lzin singeals -

d. Tzin kunjungan,

(2) Pemohon  sebagaimana dimaksud pada

mcnyarppaikan laporan kedatangan TKWN
atau pejabat vang ditunjuk dengan melampirk

ayat (1) pasal ini wajib
AP tersebut kepada Walikota
an :

a. Syarat pemberitahuan dap Kedatangannya ;
l?. Foto copy paspor dan visa kunjungan usaha.

Q)W alikota_ alau pejabat  yang ditunjuk memberikan surat tanda terima
laporan kepada perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 pasal ini.

BAB V
DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETER AMPILAN
Pasal 18

(1) Seuap pemohien IKTA wajib membavar juran Dana Fengembangan
Keahlian dan Keterampiian (DPKK)

(2) Besarnva bavaran DPKK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
sebesar US § 100 (seratus Dolar Amerika) perbulan perjabatan untuk
TKWNAP.

(3) Penggunaan iuran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in_i.
digunakan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja

dan perungkatan sumber dava manusia .

12
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Pasal 19

L embayaran DPKK sebagainama dimaksud padz pasal 1% Peraturan [Daersh
i , dilakukan ‘oleh penggunz TKWNAP kepada KAS Daerzh ezl
Bank yang ditunjuk atau yang ditetapkan kemudian.

() Pembayaran _ dilskukan sclama TRWNAP bekerja i Caerah vany
pembayarannya diiakukan dimuka sebelum IKTA diterbitkan untuk jznokz
waktu 1 (satu) tabun ;2

(3) Apabila jangka wakiu TKWNAP bejum habis sesuzi dengan vang
ditentukan di dalam IKTA maka pembayaran DPKK yang telzh dilzhuizn
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat digantikan oleh
TKWNAP yang lain dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

(4) Bukti pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pzs2l
merupakan salah safu persyaratan unfuk mendapatkan IKTA

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan dan peagendalian pelaksanaan peraturan Dzcrzh i dilakukan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan instansi  pemberi faailitas
pelayanan penggunazan tcnaga kerja asing pendatang scsuzi deilgan peraman
perundang-undangan yang berlaku. ]

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Izn Peraturan Daerah i djz:ncarp
pidana kurungan sclamz-lamanya 6 (cnam) bulan atzu denda sctinzg-
tingginva 5.000.000 (lima juta rupiali)
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) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah

pelanggaran kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

BAB VII

’

PENYIDIK AN
IPasal 22

(1) Pejabat pegawa Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dzerzh
diben wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adaah :

a. Menenima laporan atau pengaduan dari scscorang tentang adanva
tidak pidana :

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan

¢. Menyuruh berhenfi seseorang flersangka dan memerksz iznda
pengenal din tersangka ;

d. Melakukan penyidikan yang didampingi oleh penyidik Polri ;

¢. Meclakukan penyitaan benda atau surat |

f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka :

g Memanggil sescorang unfuk didengar dan diperiksa scbagai tersangka
atau saksi ; ‘

h.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannva
dengan pemenksaan perkara ; '

Menghentikan penyidikan seiclah mendapat petunjuk dan pemndik
Poln bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Poln

membzritahukan hal terschut kepada jaksa Peruntu! Umum. tersangka
alau Keluarganyy ;

J- %\-1elakukan tndakan lain menusrut hukum yang dapat diperiangoung
Jawabkan.
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BAB IX G 44)
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 23

(1) 11al-hai vang belum  diatur dalam Peraturan Dacrah ind, scpanjang yang
menyangkut “teknis pelaksanaznnva akan diatur iebih lanjut oleh Walikota.

(2) Dengan herlakuma Peraturan Daerah ini. maka ketentuan lain vang
bertentangan ds,n\_mn Peraturan Daeral ing dm\ atakan udak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Daerah it berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapal mengetahuinva memenintahkan Pengunda
Peraturan Daerah ini dcnoan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pekanbaiu,

*  Ditetapkan di : PEKANBARU
pada tanggal : 9 September 2002.
WALIKOTA PEKANBARU
Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Pada tanggal © 3 Okiober 2602
NOmor o 12 tahun 2002
Seri ¢ Nomor 15
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Tentang
pEMBERIAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA
NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN
KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

PENTELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Pekanbaru sangat
dipedukan modal yang besar, bak dana pemerintah maupun swasta. Untuk itu
modal baik Penanaman Modal Dalam Negen Maupun Penanaman

Modal Asing terus digalakan dan ditingkatkan.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penanaman modal khususnya
PMA di Pekanbaru sudah barang tentu akan diikuti masuknya Tenaga Kenja
Asing bak scbagai pemilik modal maupun sebagai temaga akhli yang idak
dapat di hindag.

Mengingat tujuan pembangunan adalzh unfuk menciptakan kesempatan
kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja tempatan, maka masukmya tenaga
kerja warga negara asing ke Pekanbaru perlu diawasi secara ketat, di antaranya
menutep jembatanjembatan tertentu dan mewajibkan tenaga kerja asing
didampingi tenaga kerja Indonesia Pemenntzh Daerah perlu untuk mengatur
pekerjaan-pekerjaan  vang dapat dijalankan oleh tenzga kega asing denagn
maksud untuk membatasinya dalem hal-hal yang dipandang pedu, dan dengan
demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagj tenaga kerja tempatan.

‘ Sclama orang-orang asing vang berada di Pekanbaru dzpat pirdzh
bekena atau ganii PeKerjaan taipa pengawasan dari Pemenintah Daerah, usaha-
usaha Pemerintah Daerah unfuk mengatur pekejazn crang asing denean

mengalurmembatasi pemasukan orang asing pada hakekztnva tidak mumgkin
miembawa hasil-hasil vang diharapkan.

Sebelum surat 1zan ditertitkan perdu adanya rencana penggunaan tenaga
kenia warga negara asing dan dalam surat izin ditentukan waktu berlakunya
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ngingat embangan pasar kegja. Demikian pula dapat ditetapkan
ngf& misalnya kewajiban majikan untuk mendidik tenaga
s)"“_"“'Sy donesia, kewajiban untuk membayar Dana Pengcmbangan. KcahhaxT
kcflarln mmpilan (DPKK). Syartat sclanjutnya jalah tidak bolch pindah dan
o k:; untuk manaizin itu dibenkan.

me
deng?™ arat  terte

pckclj

Pasal 3 s/d Pasal 7

Sebelum mengajukan izin permohonan wajib mengajukan pcngcsa}m
Rencana Penggunaan Tenaga Kera Asing, hal im 1fntuk membatast Jiim
-,mgakmdilcmpaﬁolchorangasirg Dalam hal ini ada 3 katagon jabatan
;'aimi bagi TKA

1. Jabatan yang tertutup bagi _

7. Jabatan yang untuk waktu tertentu dapat diist olc?h TKA sambil

mcmpcrézpkm tenaga kerja Indonesia urtuk MEngZanilKaniiya

3. Jabatan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka bagi TKA
Pembatasan jabatan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 8s/d Pasal 12

Jika dipandang pedu Walikota dapat menegaskan Instansi Tckr.lis yang,
bersangkutan untuk melakukan pengujian atas kemampuan dan keahlian TKA
dan saran ini dai instansi teknis atas hasil pengujian ini menjadi bahan
pertimbangan Waliketa dalarn pemberian izin kepada pemohon.

Pasal 13 s/d Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18 s/d Pasal 19

Kan:na. permintaan untuk memperkerjakan tenaga asing langsung mengenai
kepentingan pemohon, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa biaya
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dengan  pembenan izin it dipikul  olefy majikan

- yang,

cpentingat
bcd‘:rz:: iova i ditetapkan sebesar $ 100 (Seratus Dolar Amerika) perbulan,
pesarriy ‘

Pasal 20s/d 22

935 ol ini memuat peraturan formal berthubungan dengan pelangparan dari
peraturan Daerah int.

Pasal 23 s/d 24

Cukup jelas
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